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ABSTRAK 

 

Tindak Pidana atau kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan 

manusia di dunia. Suatu tindak pidana dapat menimbulkan kerugian bagi orang 

lain yakni korban tindak pidana, namun dalam prakteknya hukum terlalu 

mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sedangkan hak-hak korban 

diabaikan. Salah satu perwujudan dari perlindungan dan pemenuhan hak asasi 

manusia bagi mereka yang menjadi korban tindak pidana adalah adanya hak ganti 

kerugian yang dimiliki oleh korban berupa restitusi. Restitusi adalah ganti 

kerugian dari pelaku kejahatan terhadap korban. Namun meskipun demikian 

dalam praktiknya pelaksanaan restitusi masih memiliki banyak kendala baik dari 
segi peraturan maupun dalam penegakan hukumnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk, pertama mengetahui dan menganalisis aturan-

aturan hukum positif yang mangatur tentang restitusi saat ini, dan kedua untuk 

mengetahui bagaimana pengaturan restitusi yang ideal di masa mendatang serta 

memberikan gagasan penulis dalam pembaharuan kebijakan restitusi bagi korban 

tindak pidana. 

Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini 

adalah yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utamanya. Spesifikasi 

penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif. Sedangkan seluruh data yang 

telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode 

kualitatif. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut, kemudian 

diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara 

sistematis, pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum. 

Hasil penelitian menentukan bahwa kebijakan pemberian restitusi bagi korban 

tindak pidana dalam hukum positif Indonesia terdapat di tujuh peraturan 

perundang-undangan dan peraturan lainnya seperti UU No. 31 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban, PP No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian 

Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban serta beberapa 

peraturan lain. Namun, dari sekian banyak ketentuan tersebut masih terdapat 

kekuranan-kekurangan dalam kebijakan pelaksanaan pemberian restitusi, dimana 

sebuah ketentuan yang seharusnya dapat menjamin adanya kepasian hukum dan 

memberikan keadilan bagi korban, justru menimbulkan kebingungan dan dalam 

beberapa kasus membuat korban menjadi korban untuk kedua kalinya. 
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